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PENETAPAN
Nomor 0175/Pdt.P/2018/PA.Tgm
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan
Perkawinan yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, sebagai
Pemohon I[;
PEMOHON II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kabupaten Tanggamus,
sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03
Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus,
dengan Nomor 0175/Pdt.P/2018/PA.Tgm, setelah dipertegas dalam sidang
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1.---Bahwa, pada tanggal 31 Maret 2006 Pemohon | menikah dengan Pemohon II,
yang dilaksanakan di Pekon Kusa tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah
ayah kandung Pemohon Il bernama Kadir bin Amiril. Adapun yang menjadi saksi
adalah Rusdi bin Kadir dan Sunaryo bin Sahyan, dengan maskawin berupa uang
sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus duda dalam usia
38 tahun, sedangkan PEMOHON 1l berstatus janda dalam usia 39 tahun, telah
memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik
menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku;
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3. Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah

dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung,

Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon | dan Pemohon Il mengurusnya,

ternyata pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut tidak tercatat pada

register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah

kediaman bersama, hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana

layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

a. Afifah Salsabila, umur 12 tahun;

5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah melakukan

perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon | dan Pemohon Il

sampai sekarang tetap membina rumah dengan rukun dan harmonis;

6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan

Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk

keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon | (PEMOHON |) dengan Pemohon
Il (PEMOHON 1) yang dilangsungkan pada tanggal 31 Maret 2006, di Pekon
Kusa, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Subsider
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir
dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut, yang
terhadap isinya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan tidak ada
perubahan atau tambahan apapun;

Bahwa Majelis Hakim menyarankan perubahan surat permohonan, agar istri
Pemohon | sebelumnya, ditarik dan didudukkan sebagai pihak Termohon, karena
peristiwa perkawinan yang dilakukan Pemohon | dan Pemohon Il terjadi pada saat
Pemohon | masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, disarankan juga agar

Pemohon Il menyelesaikan status perkawinannya dari perkawinan sebelumnya;
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Bahwa atas saran tersebut, Para Pemohon menyatakan akan fikir-fikir terlebih
dahulu, dan menyatakan mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara
persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Para Pemohon,
sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan
pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat
Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan
yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama,
maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada
Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua
suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata kemudian Para Pemohon menyatakan mencabut
perkara ini, dan pencabutan perkara ini atas kehendak Para Pemohon, sehingga dapat
dipertimbangkan untuk dikabulkan sebagaimana dimaksud Pasal 271 dan 272 Rv
(Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta
dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0175/Pdt.P/2018/PA.Tgm
dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam

register perkara;
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3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim
pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Safar
1440 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari Abdil
Baril Basith, S.Ag., SH., MH sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid, SHI dan
Maswari, SHI., MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Kurnia
Gustiati, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;
HAKIM ANGGOTA: KETUA MAJELIS,

Sri Nur'ainy Madjid, SHI Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH

Maswari, SHI., MHI.
PANITERA PENGGANTI,

Kurnia Gustiati, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 200.000,-
4. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya materai Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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